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ABSTRAK

Keberadaan jasa transportasi berbasis online merupakan salah satu
kemajuan teknologi bidang transportasi di abad ke-21. Pemerintah mengatur jasa
transportasi online dengan Peraturan Menteri Perhubungan (PERMENHUB), akan
tetapi regulasi tersebut mengalami tiga (3) kali revisi yang pada akhirnya dicabut
dengan putusan Mahkamah Agung (MA) No0.15/HUM/2018. Salah satu objek uji
materi yang di ajukan adalah Pasal 65 huruf e. Dalam putusannya, Hakim
menolak objek uji materi tersebut dan dikategorikan sebagai putusan yang
dikecualikan. Akan tetapi, berdasarkan kaidah hukum pembentukan peraturan
perundang-undangan, Pasal 65 huruf e batal demi hukum karena memuat ulang
norma hukum PERMENHUB sebelumnya yang telah diputuskan pada Putusan
MA No. 37P/HUM/2017 yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang yang
lebih tinggi. Berdasarkan permasalahan tersebut, masalah yang dapat dirumuskan
adalah Apakah Pasal 65 huruf e dan Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) pada
Putusan MA No. 15P/HUM/2018 merupakan Norma Hukum Berpasangan ? dan
Bagaimana Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Pasal 65 huruf e tentang promosi
tarif transportasi Online pada Putusan MA No. 15P/HUM/2018 ?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustakan (Library Research) dan
bersifat deskriptif-analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif.
Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer,
sekunder dan tersier. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode
Interpretasi Multidisipliner merupakan metode penafsiran hukum dengan
menganalisis masalah hukum dari berbagai disiplin ilmu lain.

Pasal 65 huruf e bukan merupakan norma hukum berpasangan dengan
Pasal 28 angka (1), (2), (3), (4), (5). Secara umum, Permberian promosi tarif di
bawah tarif batas bawah yang dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan
bentuk problematik yang harus diintervensi oleh pemerintah, karena Sistem
promosi yang diberikan pun tidak merugikan pihak Pengguna Jasa, Driver
maupun Perusahaan transportasi online pesaing lainnya. Pada Pasal 28 angka (1)
hingga (5), mengatur penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah yang
menjadi pedoman bagi seluruh perusahaan dalam menetapkan tarif jasa
transportasi .online; sehingga diperlukan adanya  pembahasan bersama seluruh
pemangku kepentingan. Hal " ini- pertu dilakukan demi melindungi konsumen
(Pengguna Jasa) maupun mitra (Driver) dari kesewenangan perusahaan dalam
menetapkan tarif jasa transportasi online.” Oleh karenaitu, Intervensi dari
pemerintah diperlukan. Sedangkan Pandangan Ibnu: Taimiyah terhadap Pasal 65
huruf e yang menyebutkan bahwa perusahaan dilarang menetapkan tarif promosi
di bawah tarif batas bawah adalah bentuk intervensi yang dilarang dan tidak dapat
dibenarkan, karena pemberian tarif promosi di bawah tarif pasar merupakan suatu
cara yang ma’ruf dan sesuatu yang wajar dalam dunia usaha. Naik atau turunya
tarif transportasi online yang disebabkan oleh penawaran dan permintaan yang
terjadi secara alamiah atau bukan karena ketidakadilan, maka pemerintah dilarang
untuk mengintervensi harga karena menghalangi perusahaan transportasi online
dari apa yang diperbolehkan oleh Allah merupakan perbuatan yang salah (ikrah bi
gairi haq).

Kata Kunci: Transportasi Online, Promosi Tarif, Ibnu Taimiyah



ABSTRACT

The existence of transportation services is one of the technological advances
in the field of transportation in the 21st century. The government regulates online
transportation services with the Regulation of the Minister of Transportation, but the
regulation undergoes three (3) revisions that are ultimately revoked by the Supreme
Court no.15/HUM/2018. One of the material test objects proposed is Article 65 letter
e. In its ruling, the judge rejected the object of the material test and categorized it as
an excluded verdict. Based on the rule of law on the establishment of legislation,
Article 65 letter e is null and void, because it reloads the previous permenhub legal
norms that have been decided on the Supreme Court justices No. 37P/HUM/2017
which is considered contrary to the higher Law. Based on these problems, the
problem that can be formulated is Whether Article 65 letter e and Article 28 section
(1), (2), (3), (4), and (5) on the Supreme Court justices No. 15P/HUM/2018 are the
Norms of Paired Law? and How is Ibn Taimiyah's View on Article 65 letter e
concerning the promotion of Online transportation fares on the Supreme Court
justices No. 15P/HUM/2018?

This research includes the type of library research and is descriptive-analysis
using a juridical-normative approach. While the source of legal materials used is
primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis method used is the
Multidisciplinary Interpretation method which is a method of interpretation of the law
by analyzing legal problems from various other disciplines.

Article 65 letter e is not the legal norm in pairs with Article 28 section (1), (2),
(3), (4), (5). In general, give promotional rates to below the lower limit tariff carried
out by the company is not a form of problem that must be intervened by the
government, because the promotion system provided does not harm the Service
Users, Drivers or, other competitors online transportation companies. On Article 28
section (1) to (5), regulates the determination of upper limit tariffs and lower limit
tariffs that become guidelines for all companies in setting rates for online
transportation ‘services, so that discussions are needed with all stakeholders. This
needs to be done to pratect consumers (Service Users) and partners (Drivers) from the
company's arbitrariness in setting rates for-online transportation services. Therefore,
intervention from the government is necessary. While lbn Taimiyah's view of Article
65 letter e which states that companies are prohibited from setting promotional rates
below the lower limit tariff is a form of intervention that is prohibited and cannot be
justified, because the provision of promotional rates below the market rate is a good
way and something reasonable in the business world. The rise or fall of online
transportation fares caused by supply and demand that occurs naturally or not because
of injustice, then the government is prohibited to intervene in prices, because
blocking online transportation companies from what is allowed by Allah is a mistake
(ikrah bi gairi haq).

Keywords: Online Transportation, Fare Promotion, Ibn Taimiyah
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Internet merupakan suatu penemuan yang pada awalnya berfungsi sebagai
alat pertukaran data ilmiah dan akademik, kini telah berubah menjadi kebutuhan
hidup sehari-hari dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia. Teknologi
internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia
terutama di Indonesia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak
baru yang lebih popular dengan istilah digital economics atau ekonomi digital.!
Di Indonesia perkembangan teknologi abad ini populer dengan istilah 4.0. Hal ini
ditandai dengan semakin banyaknya aktivitas perekonomian yang memanfaatkan
internet sebagal media bisnis, komunikasi, pendidikan dan hiburan. Salah satu
contohnya adalah sebagai media bisnis pada jasa transportasi, seperti jasa
transportasi online yang hingga saat ini telah beroperasi di berbagai daerah di

Indonesia.

Perkembangan teknologi di abad ke-21 menunjukkan prospek besar dalam
mempengaruhi kebiasaan masyarakat yang berdampak pada semakin beragamnya
kebutuhan masyarakat guna mempermudah aktivitasnya. Hal ini membuat jasa

transportasi yang dulunya hanya beroperasi secara konvensional, yang selama ini

! Richardus Eko Indrajit, E-Commerce (Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, (Jakarta: PT
Elex Media Komputindo, 2001), hal.33



dinilai belum mampu memberikan fasilitas optimal dalam memenuhi kebutuhan
masyarakata yang setiap masanya terus mengalami perkembangan. Dengan
kemajuan teknologi, jasa transportasi telah berinovasi menjadi transportasi
berbasis online yang pada awalnya hanya dilihat sebagai peluang bisnis bagi para
perusahaan yang mampu memadukan kemajuan teknologi internet dengan Jasa

transportasi.

Keberadaan jasa transportasi berbasis online merupakan fenomena
perubahan transportasi di masa depan yang harus dilihat sebagai perkembangan
yang tidak bisa dihindari. Hal ini dikarenakan meningkatnya tuntutan mobilitas
masyarakat yang membutuhkan moda transportasi yang efektif dan efisien agar
dapat menunjang aktivitasnya baik dalam hal pendidikan, dunia kerja, rekreasi
(wisata), bisnis dan berbagai tujuan lainnya. Di Indonesia terdapat beberapa
perusahaan aplikasi jasa transportasi online terbesar yang beroperasi di berbagai
daerah seperti Perusahaan aplikasi Go-Jek dan Grab. Dalam dunia bisnis, kedua
perusahaan tersebut bersaing demi mendapatkan pangsa pasar yang besar bagi
para pengguna aplikasi (Go-Jek atauGrab) yang dapat di gunakan melalui

smartphone (telepon genggam) dari para pelanggannya.

Kedua perusahaan aplikasi (Go-Jek? dan Grab® menyediakan berbagai
layanan jasa yang bervariatif, tidak hanya memberikan layanan jasa angkutan

orang, tapi juga memberikan layanan jasa berupa: angkutan barang, pesan antar

2 https://www.go-jek.com/, (diakses pada tanggal 27 November 2018).
® https://www.grab.com/id/, (diakses pada tanggal 27 November 2018).



https://www.go-jek.com/
https://www.grab.com/id/

makanan, layanan pebayaran secara tunai maupun nontunai, dan jasa lainnya,
serta memberikan biaya yang relatif murah (terjangkau). Salah satunya dengan

cara memberikan promosi tarif untuk semua kalangan para penggunanya.

Oleh karena itu, keberadaan jasa transportasi online dalam hal ini adalah
Taksi online tidak hanya sebagai jasa transportasi alternatif melainkan juga
memberikan dampak yang besar bagi perekonomian masyarakat kecil dan
menengah. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia
yang dulunya menggunakan jasa transportasi konvensional (Taksi Konvensional)
sebagai mobilitasnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, beralih pada taksi
online, karena apa yang diharapkan masyarakat selama ini terhadap jasa
transportasi yang murah, nyaman dan cepat telah mereka dapatkan melalui jasa

transportasi online.

Beroperasinya jasa transportasi online di Indonesia bukan tanpa regulasi,
pemerintah melalui Menteri Perhubungan telah mengatur regulasi transportasi
online . dengan Peraturan = Menteri _ Perhubungan (PERMENHUB) yang
mengkategorikan transportasi online sebagai-transportasi angkutan khusus tidak
dalam trayek. Namun.regulasi transportasi online yang dihadirkan pemerintah
melalui Kementerian Perhubungan tersebut mengalami tiga (3) kali revisi yang
pada akhirnya dicabut dengan putusan Mahkamah Agung (MA)

No.15P/HUM/2018.



Pada Putusan MA No. 15P/HUM/2018, hakim mengabulkan sebagian dan
menolak sebagian permohonan Hak Uji Materi (HUM) terhadap PERMENHUB
No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Salah satu objek HUM yang
ditolak adalah Pasal 65 huruf e tentang larangan perusahaan transportasi online
memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditentukan.
Hakim MA menyebutkan dalam putusannya bahwa Pasal 65 huruf e merupakan
norma hukum berpasangan dengan norma hukum Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4),
(5) tentang penetapan tarif transportasi online yang dipandang hakim MA tidak
bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Berdasarkan kaidah hukum pembentukan peraturan perundang-undangan
menjelaskan bahwa norma hukum vyang telah diuji dan dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh lembaga yudisial yang berwenang
tidak boleh dimuat ulang dalam peraturan perundang-undangan yang setingkat.
Maka Pasal 65 huruf e tersebut batal- demi hukum dan ditolak oleh Hakim
Mahkamah' Agung = karena® merupakan ‘muatan ulang dari PERMENHUB
sebelumnya yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi.
Berbeda dengan Pasal 28 Angka (1), (2), (3), (4), dan(5), yang memiliki norma

hukum baru dari norma hukum sebelumnya, sehingga tidak bertentangan dengan



Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah.

Putusan hakim MA tidak mencabut Pasal 65 huruf e tersebut mengakibatkan
perusahaan transportasi online seperti Grab tidak dapat lagi melakukan strategi
pemasaran dengan cara memberikan promosi tarif 1 rupiah kepada pelanggan
(konsumen) pertama yang melakukan pembayaran dengan ovo (pembayaran
secara virtual (nontunai)).* Pemberian promosi tarif 1 rupiah merupakan strategi
pemasaran yang digunakan oleh perusahaan selain untuk memperkenalkan sistem
pembayaran terbaru yang mereka luncurkan, juga sekaligus menjadi daya tarik

dan daya saing yang dapat ditawarkan kepada pelanggan (konsumen).

Sedangkan dalam Islam, Rasulullah SAW sangat menghargai harga pasar
yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil dan menolak adanya suatu
intervensi harga (price intervention) apabila perubahan harga terjadi karena
mekanisme pasar yang wajar dengan mengharuskan adanya moralitas. Seperti,
persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan dan_keadilan, maka tidak ada
alasan-untuk mengintervensi harga pasar> Rasulullah menotak untuk memberikan
kebijakan penetapan harga ketika tingkat harga di-Madinah pada saat itu dalam
keadaan naik. Sepanjang kenaikan yang terjadi disebabkan oleh kekuatan

penawaran dan permintaan yang alami (murni), yang tidak dipengaruhi oleh

* https://www.ovo.id/deals/view/12235 (Diakses Pada Tanggal 27 November 2018)
® pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Ull Yogyakarta dan Bank
Indonesia, Ekonomi Islam, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), him. 301



https://www.ovo.id/deals/view/12235

fakor-faktor monopolistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghargai harga

pasar.’

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud bahwasanya Rasulullah

SAW bersabhda:

bpsl cdabe op ol Wls Olie W aud of o Olde W
vy b S 1 JB (il o cdummg @3By 2Ule oy il e ceols
A8 s e b Lo B Jsmy JU W Res 2 S
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(JU Yy 15 3 Rallas gy (S
Hadis tersebut jelas dinyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang adanya
intervensi harga dan sepenuhnya menyerahkan mekanisme harga pada kekuatan
pasar.® Penolakan terhadap penetapan harga oleh pemerintah serupa dengan para
ahli ekonom modern. Namun, beberapa ahli figih Islam mendukung adanya
kebijakan penetapan harga oleh pemerintah seperti mazhab Maliki dan Hanafi,
walaupun hanya ' dilaksanakan dalam keadaan penting -dan. mengutamakan

kebijakan harga yang adil.’

® Ibid., him. 302

" Abu Dawud Sulaiman bin As’ab, Sahih Sunan Abi Dawud, Juz 3, (Beirut : Maktabah al-
‘asriah, t.t.), hlm. 272

& Sumar’in, Ekonomi Islam (Sebuat Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam), Ed. 1, Cet.
1, (Yogyakarta: Graha limu, 2013), him. 16

® Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, (Yogyakarta, Ekonisia :2002), him. 226



Berdasarkan uraian permasalah tersebut, peneliti mengkaji lebih jauh
Pandangan Ibnu Taimiyah Terhadap putusan MA No. 15P/HUM/2018 pada objek
materi Pasal 65 huruf e tentang promaosi tarif transportasi online yang berdasarkah
kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 65 huruf e tersebut
batal demi hukum, karena merupakan norma hukum muatan ulang dari
PERMENHUB vyang sebelumnya telah dinilai bertentangan dengan Undang-

Undang yang lebih tinggi.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pasal 65 huruf e dan Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) pada
Putusan MA No. 15P/HUM/2018 merupakan norma hukum berpasangan ?
2. Bagaimana pandangan lbnu Taimiyah terhadap Pasal 65 huruf e tentang

promosi tarif transportasi online pada Putusan MA No. 15P/HUM/2018 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi Putusan MA No. 15P/HUM/2018 terhadap Pasal 65 huruf e
dan Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang dinilai sebagai norma hukum
Berpasangan.

2. Mengetahui dan memahami pandangan lbnu Taimiyah terhadap Pasal 65
huruf e tentang promosi tarif transportasi online pada Putusan MA No.

15P/HUM/2018.



D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritik: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran secara ilmiah dan teoritis kajian Islam khususnya dalam dunia
bisnis baik bagi peneliti pribadi, para pembaca, dunia akademis, pihak-pihak
yang terkait dalam membuat kebijakan ekonomi yang adil dalam kehidupan
masyarakat dan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan
atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan
penelitian lebih lanjut terkait transportasi online.

2. Kegunaan Praktik: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan atau
masukan bagi para pihak terutama pemerintah dalam memahami kondisi
sosial masyarakat dalam mengeluarkan kebijakan atau regulasi transportasi
berbasis online yang mampu memfasilitasi, melindungi dan memberikan
kepastian hukum kepada setiap masyarakat Indonesia, sehingga dapat
mengakomodir kebutuhan setiap kalangan masyarakat terhadap transportasi
online di' Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan hal ‘penting sebagai' bentuk tolak ukur suatu
penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang subtansi dari suatu penelitian
yang memiliki tema yang sama, namun obyek kajian yang berbeda, atau bahkan

merupakan penelitian baru yang selama ini belum ada yang menelitinya. Adapun



penelitian-penelitian terdahulu sebagai perbandingan dari penelitian ini, antara

lain:

Karya llmiah Jurnal pada tahun 2016, disusun oleh Agus Pribadiono,
Universitas Esa Unggul Jakarta, mengangkat judul “ Transportasi Online Vs
Transportasi Non-online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi
Oleh Penyelenggaraan Online”, jenis penelitian ini menggunakan penelitan
Normatif. Peneliti menyimpulkan bahwa Kedudukan perusahaan penyedia
aplikasi transportasi darat online bergerak sebagai peyedia aplikasi, adapun driver
sebagai subjek hukum selaku penyedia jasa yang menggunakan aplikasi dari
perusahaan penyedia aplikasi, sedangkan pengguna jasa transportasi
(penumpang) juga merupakan subjek hukum dalam penyelenggaraan jasa
transportasi online tersebut. Pada lain hal Mendudukkan persaingan usaha antara
jasa transportasi online dengan jasa angkutan non-online adalah tidak tepat.
Seperti penyelenggara aplikasi online harus tunduk pada pengaturan transportasi
non-online kasus usaha taksi. Persaingan harus didasarkan pada apple to apple
antara sesama peyelenggara transportasi online. ‘perusahaan-yang bertindak
sebagai penyedia aplikasi yang pada dasarnya hanya menyediakan aplikasi bagi
driver dan tidak perlu memiliki alat transportasi namun alat transportasi dikuasai

dan dimiliki oleh driver selaku pemilik kendaraan.*

YAgus Pribadiono, “Transportasi Online Vs Transportasi Non-online Persaingan Tidak
Sehat Aspek Pemanaatan Aplikasi Oleh Penyelenggaraan Online” Lex Jurnalica Vol. 13, No 2,
Universitas Esa Tunggal Jakarta, 2016.
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Karya Ilmiah Tesis pada tahun 2018, disusun oleh Ihsan Helmi Lubis S.H.I,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengangkat judul “Analisis Putusan Mahkamah
Agung No 37P/Hum/2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek”, jenis penelitian ini menggunakan
penelitian normatif atau pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis-
normatif dan filosofis. Peneliti menyimpulkan bahwa ditinjau dari hukum
materiil, Putusan Mahkamah Agung No0.37P/HUM/2017 sesuai dengan hierarki
perundang-undangan, sebagaimana peraturan yang lebih rendah (PM.26 Tahun
2017) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi UU. 20 Tahun 2008).
Namun jika ditinjau dari aspek filosofis, Putusan Mahkamah Agung tidak
mencerminkan adanya keadilan karena cenderung memihak para pemohon
dengan mengabulkan seluruh objek uji materi yang diajukan. Dari asas kepastian
hukum putusan tersebut menjadikan angkutan sewa khusus tidak memiliki
payung hukum, sedangkan dari asas kemanfaatan putusan tersebut hanya dapat
dirasakan segelintir-orang dan. mengabaikan, perusahaan swasta yang selama ini
tunduk pada UU. No 20 Tahun 2009 Tentang Angkutan jalan dan Lalu Lintas.™*

Karya. llmiah Jurnal, pada tahun.2017, disusun oleh Anis Agustin, Sekolah
Tinggi llmu Ekonomi Indonesia, mengangkat judul “Persepsi Masyarakat Terhadap
Penggunaan Transportasi Online (Go-Jek) Di Surabaya”, jenis penelitian ini

menggunakan penelitian Kualitatif. Peneliti menyimpulkan bahwa persepsi

" Ihsan Helmi Lubis “Analisis Putusan Mahkamah Agung No 37p/Hum/2017 Tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek”Tesis Hukum
Islam Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
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masyarakat terhadap penggunaan transportasi online khususnya Go-Jek
berpengaruh signifikan dan positif, masyarakat dari berbagai macam usia, profesi
dan latar belakang yang memiliki persepsi yang sama terhadap transportasi online
(Go-jek), pelayanan yang beragam, harga yang transparan serta aplikasi yang
dimiliki adalah salah satu faktor utama yang disenangi oleh masyarakat Surabaya,
dan adanya asuransi kejiwaan yang diberikan Go-Jek kepada pengemudi dan
penumpang, menjadikan Go-jek Sebagai Transportasi Online yang memiliki
tanggung jawab penuh terhadap keselamatan pengemudi maupun penumpang
yang menggunakan pelayanan Go-ride. hal ini yang menjadikan persepsi positif
masyarakat Surabaya terhadap transportasi online (Go-Jek), atas dasar pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat mulai dari kinerja maupun atribut transportasi

dapat mempengaruhi persepsi masyarakat.*?

12 Anis Agustin, “Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Transportasi Online (Go-Jek)
Di Surabaya”, Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Vol 6, No 9, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia, 2017.
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Tabel: Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No Nama/Perguruanan Judul Objek Formal Objek Materil
' Tinggi/ Thn (Persamaan) (Perbedaan)
2 3 4 5
Agus Pribadiono/ Transportasi Sama-sama Persaingan usaha
Universitas Esa Online Vs membahas jasa transportasi
Unggul Transportasi Non- | tentang: online dengan
Jakarta/Jurnal 2016 | online Persaingan | 1.Transportasi | transportasi non-
Tidak Sehat Online online
Aspek 2.Penelitian
Pemanfaatan normatif
Aplikasi Oleh
Penyelenggaraan
Online
2 | Ihsan Helmi Lubis Analisis Putusan | Sama-sama 1.Putusan
/UIN Sunan Kalijaga | Mahkamah membahas Mahkamah
Yogyakarta/ Tesis/ Agung No tentang: Agung
2018 37p/Hum/2017 1. Transportasi 37P/HUM/2017
Tentang Online 2.Tinjauan Hirarki
Penyelenggaraan | 2.putusan Perundag-
Angkutan Orang Mahkamah undangan dan
Dengan Agung Aspek Filosofis
Kendaraan Tentang
Bermotor Tidak Transportasi
Dalam Trayek Online
3.Penelitian

normatif
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Terhadap Pasal 65
Huruf e Peraturan
Menteri
Perhubungan
Nomor 108 Tahun
2017 Tentang
Penyelenggaraan
Angkutan Orang
Dengan
Kendaraan
Bermotor Umum
Tidak Dalam
Trayek Menurut
Pandangan Ibnu
Taimiyah)

2 3 4 5
Anis Agustin/ Persepsi sama-sama 1. Persepsi
Sekolah Tinggi lImu Masyarakat membahas Masyarkat
Ekonomi Indonesia/ Terhadap tentang Surabaya terhadap
Jurnal/ 2017 Penggunaan Transportasi kehadiran
Transportasi Online transportasi online
Online (Go-Jek) di Surabaya
Di Surabaya 2. Penelitian empiris
Abdul Habib Intervensi Membahas 1. Putusan
Mudzakir Pemerintah Tentang Mahkamah
Terhadap Harga | Transportasi Agung No.
Pasar (Analisis Online dan 15/HUM/2018
Putusan Putusan 2. Pandangan Ibnu
Mahkamah Mahkamah Taimiyah
Agung Nomor Agung
15P/HUM/2018

Dari ketiga penelitian tersebut dapat dengan jelas diketahui bahwa terdapat

kesamaan tema yang peneliti angkat yaitu, sama-sama melakukan penelitian

terhadap transportasi online. Namun, secara objek dan fokus penelitiannya
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berbeda dengan peneliti, sebagaimana penelitian pertama menfokuskan pada
aspek persaingan tidak sehat antara transportasi online dengan transportasi non-
online (konvensional) dengan memanfaatkan aplikasi. penelitian kedua
memfokuskan pada putusan Mahkamah Agung No 37P/HUM/2017 dilihat dari
sudut pandang hirarki Perundang-undangan dan aspek Filosofis, serta penelitian
ketiga memfokuskan pada persepsi masyarakat Surabaya terhadap kehadiran
transportasi online (Go-Jek) yang beroperasi di Surabaya. Sedangkan penelitian
yang peneliti angkat berhubungan dengan Putusan Mahkamah Agung
No.15/HUM/2018 terhadap pasal 65 huruf e PERMENHUB No. PM 108 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum tidak dalam Trayek menurut pandangan Ibnu Taimiyah.

F. Kerangka Teoritik

1. Harga Adil

Harga yang adil atau setara (saman al-misl) menurut lbnu Taimiyyah
merupakan_harga baku dimana_penjual menjual barang dagangannya dan
secara umum diterima sebagai suatu yang setara dengan-itu dan untuk barang
yang sama . pada waktu dan tempat yang khusus. Harga yang setara dapat

diartikan sesuai dengan keinginan atau harga yang ditetapkan oleh kekuatan
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pasar yang beroperasi secara bebas antara ketersediaan barang (penawaran)

dan keinginan masyarakat (permintaan).™

Ibnu Taimiyyah juga memiliki pandangan bahwa harga dipengaruhi oleh
kekuatan permintaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Aajmiz’

Fatawa, bahwa:

“Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan pada kedzaliman orang
tertentu, kadang kala disebabkan karena kekurangan produksi atau
penurunan impor dari barang-barang yang dibutuhkan. Maka apabila
kebutuhan meningkat terhadap barang dan menurunnya kemampuan
persediaan, maka harga akan naik. Jika kemampuan persediaan barang
meningkat dan permintaan barang menurun, maka harga akan turun.
meningkat atau menurunnya persediaan barang tidak dibebkan oleh
keinginan orang tertentu. Hal ini bisa saja diakibatkan oleh sesuatu
yang tidak mengandung kedzaliman, atau terkadang dapat juga
disebabkan oleh sesuatu ketidakadilan. Maha besar Allah yang
menciptakan hasrat pada hati manusia”**

Ibnu Taimiyah menggambarkan perubahan harga di pasar bahwa jika
penduduk menjual barangnya dengan harga yang normal (a/-wajha al-ma’nif)
tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga meningkat
karena pengaruh kKekurangan persediaan barang disebabkan oleh menurunya
Permintaan atau meningkatnya produksi ‘barang, maka ‘itu” semua karena

Allah. Sehingga dalam keadaan ini, jika memaksa penjual untuk menjual

3 Fasihah, “Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah”, Jurnal al-Amwal, Vol. 1, No. 2, September
2016, him. 109

4 Syaikhul al-Islam Taqqiad-din Ahmad Ibn Taimiyah al-Harrani, Majmii’ al-Fatawa, Vol.
IV (Mesir: darul al-Wafa, 2001 ), him. 307.
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barang mereka pada harga khusus adalah merupakan paksaan yang salah

(ikrah bi gairi hag).*®

Ibnu Taimiyah membedakan dua penetapan harga, yaitu: Pertama, tidak
adil dan tidak sah adalah memaksa penduduk menjual barang dagangan tanpa
dasar kewajiban untuk menjualnya merupakan tindakan yang tidak adil dan
ketidakadilan itu dilarang. Kedua, adil dan sah adalah saat pemerintah
memaksa seseorang menjual barang dagangan pada harga yang jujur, jika
masyarakat sangat membutuhkannya. Dalam menetapkan harga, tingkat
tertinggi dan terendah dapat ditetapkan, sehingga kepentingan dua penjual dan
pembeli dapat terlindungi. Ibnu Taimiyah tidak menyukai kebijakan
penetapan harga oleh pemerintah, apabila pasar yang kompetitif bekerja
dengan baik dan bebas. Ibnu Taimiyah menginginkan adanya kebijakan
penetapan harga apabila terjadi monopoli dan ketidaksempurnaan mekanisme

pasar.*®

Ibnu Taimiyah secara umum sangat menghargai harga yang terjadi
karena kekuatan pasar yang beroperasi secara bebas. Oleh karena itu, beliau
menolak adanya segala bentuk intervensi atau campur tangan yang menekan
atau mengintervensi harga yang menyebabkan terganggunya mekanisme yang

bebas. Jika naik atau turunya harga yang disebabkan oleh ketersediaan

15 Fasihah, “Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah”, him 109
% Ibid., him. 110
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produksi (penawaran) dan keinginan masyarakat (permintaan) yang terjadi
secara alamiah atau bukan karena ketidakadilan (kezaliman), maka dilarang
untuk mengintervensi harga. Intervensi hanya dapat dilakukan oleh penguasa
pada keadaan-keadaan tertentu atau adanya faktor ketidakadilan yang

diciptakan, seperti adanya monopoli (i tikar).’

Tiga kategori harga yang berlaku di pasar menurut lbnu Taimiyah: 1.
Saman al-mis I, harga normal (harga kompetitif/ kerelaan dua belah pihak yang
bertransaksi (rida al-muta’agidain) 2. Iwad al-mis /. harga normal yang sesuai
dengan adat masyarakat (hukum al-‘@dah muhakkamah atau adat masyarakat
yang disepakati dan positif bisa dijadikan sebagai hukum) 3.Qima al-mist
harga yang ditentukan oleh pemerintah melalui regulasi harga karena pasar
dianggap gagal mengakomodasi kepentingan pelaku pasar dalam menentukan

harga dan berdasarkan prinsip (sense of universal justice)®

2. Teori Hirarki Hukum
Teorl hirarki pertama kali dicetus oleh.Hans Kelsen yang menyatakan
bahwa sistem "hukum merupakan sistem.“anak tangga dengan norma
berjenjang. ‘Artinya, norma hukum berlaku dan bersumber dari norma yang
lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi juga bersumber dari norma yang

lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai pada suatu norma tertinggi yang

17 Fasihah, Pemikiran Ekonomi lbnu Taimiyyah, him. 110

'8 Ali Amin Isfandiar, “Harga Dalam Mekanisme Pasar (Analisis Terhadap Pemikiran Ibn
Taimiyah Tentang Kebijakan Harga)”, Tesis Muamalah Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2000, him.115
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disebut sebagai norma dasar (Grundnorm). Hans Kelsen juga menjelaskan
bahwa hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga yang berwenang,
berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah
(Inferior) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (Superior).
Pada akhirnya hukum menjadi berjenjang dan berlapis membentuk suatu
hirarki.*

Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi
alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk satu-kesatuan.
Kesesuaian dengan norma hukum dan persyaratan yang diterima oleh
masyarakat agar suatu aturan hukum menjadi aturan hukum yang valid, maka
Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu aturan hukum telah valid sejak
diundangkannya secara benar, meskipun saat awal dibuatnya aturan hukum
tersebut, mungkin saja masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat.
Akan tetapi, jika aturan hukum tersebut terus-menerus tidak diterima oleh
masyarakat, maka aturan. hukum-yang demikian hilangvaliditasnya, sehingga
berubah menjadi aturanthukum yang tidak valid.*?

Teori-Hans-Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki
norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum

(Stufentheorie).salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut

9 Aziz Syamsuddin, Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, Cet. 1, (Jakarta: Sinar
Grafindo, 2011), him. 14-15.

% Munir, Fuadi, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta:
Kencana, 2013), him. 111-112.
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adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut
dengan theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Susunan norma menurut
teori tersebut adalah norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm),
Aturan dasar negara (Staatsgrundgesetz), undang-undang formal (Formell
Gesetz) dan Peraturan Pelaksanaan dan peraturan otonom (Verordnung En
Autonome Satzung)*

Nawiasky beranggapan bahwa norma tertinggi yang oleh Hans Kelsen
disebut sebagai norma dasar (basic norm) dalam suatu negara sebaiknya tidak
disebut sebagai Staatsgroundnorm melainkan Staatsfundamentalnorm, norma
fundamental negara. Groundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah,
sedangkan norma tertinggi berubah. A. Hamid S. Attamini menjelaskan
struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky
tersebut, maka struktur tata hukum Indonesia yaitu:

a. Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
b. Staatsgroundgesetz:; Batang tubuh UUD. 1945, Tap- MPR, dan Konvensi
Ketatanegaraan;

c. Formell gesetz: Undang-Undang;

2 A. Hamid S. Attamimi, “Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang
Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA [|-PELITA 1V, Disertasi Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta 1990, him. 287
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d. Verordnung en Autonome Satzung: Secara Hierarki mulai dari Peraturan

Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Wali Kota.?

Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan menjelaskan jenis dan hierarki peraturan

perundang-undangan terdiri atas:?®

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi;

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Wali Kota
G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian adalah Penelitian Pustaka (Library Research) yang
mengacu pada data sekunder sebagai data rujukan utama. Fokus yang diteliti
pada penelitian ini adalah mengkaji putusan Mahkamah Agung No.
15P/HUM/2018 yang tidak membatalkan pasal 65 huruf e tentang promosi

tarif transportasi online menurut pandangan Ibnu Taimiyah.

% Ibid., him. 288
% Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 7 Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan



2.

21

Sifat Penelitian

Sifat  Penelitian ini adalah  Deskirptif-Analisis yang akan
mendeskripsikan putusan Hakim Mahkamah Agung No. 15P/HUM/2018 dan
sistem promosi transportasi online yang diterapkan di Indonesia dan dianalisis
dengan menggunakan teori hierarki hukum Hans Kelsen dan harga adil Ibnu
Taimiyah, serta dipadu dengan konsep harga Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar
dalam Islam, Harga dan promaosi.
Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis-Normatif
merupakan pembahasan doktrin-doktrin atau asas-asas,®* konsep, kategori
serta teori dalam ilmu hukum vyang Kkegiatannya menginventarisasi,
memaparkan, menginterpretasikan serta mengevaluasi keseluruhan hukum
positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu terhadap
masalah hukum yang terjadi dalam masyarakt.>® Produk regulasi yang
digunakan .pada penelitian . ini- adalah, .Putusan- Mahkamah Agung No.
15P/HUM/2018, Dengan pendektanan ini, peneliti mengkaji dan menganalisis
putusan Mahkamah-Agung 15P/HUM/2018 terhadap pasal 65 huruf e tentang
promosi tarif transportasi online ditinjau menurut pandangan lbnu Taimiyah

yang mengacu pada harga yang adil dan mekanisme pasar dalam Islam.

him. 24

. Zainuddin Ali “Metode Penelitian Hukum” Ed. 1 Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafindo, 2010),

% Gulistiowati dan Shindarta “Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)”(Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia, 2009), him. 142
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4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa bahan hukum

primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer: Putusan Mahkamah Agung Nomor

15P/HUM/2018.

b. Bahan Hukum Sekunder:

1)

2)

3)

buku-buku yang berhubungan dengan Pemikiran Ekonomi Ibnu
Taimiyah, Konsep Ekonomi Islam, Sistem dan Aspek Hukum
Ekonomi Islam, Manajemen Pemasaran, Persaingan Bisnis, dan Buku-
buku lainnya.

Karya llmiah yang berkaitan dengan Transportasi Online, Pemikiran
Ekonomi Ibnu Taimiyah, Konsep Mekanisem Pasar dalam Islam,
harga dan promosi seperti Jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi.

Peraturan  Perundang-Undangan  seperti:  Peraturan  Menteri
Perhubungan- No. PM 108 Tahun 2017-Tentang Penyelenggaran
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam
Trayek , Putusan. Mahkamah Agung No.37P/HUM 2017 dan Undang-
Undang Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro
Kecil dan Menengah, serta peraturan atau UU lain yang berhubungan

dengan penelitian ini.
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c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah bahan hukum yang
bersumber dari dan/atau berupa, kamus, ensiklopedia, dan indeks
komulatif, yang dapat mendukung proses penelitan ini.
5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakana adalah analisis data
kualitataif dengan metode interpretasi multidisipliner yang merupakan metode
penafsiran hukum dengan menganalisis masalah hukum dari berbagai disiplin
ilmu lain®® guna memverifikasi makna konseptual dan rasional secara
sistematis. Sehingga peneliti mampu mengkaji dan menganalisis secara
komprehensif dan sistematis terhadap putusan Mahkamah Agung
No.15P/HUM/2018 pasal 65 huruf e PERMENHUB No. 108 Tahun 2017
dari beberapa disiplin ilmu yang berbeda seperti dari aspek Pemikiran
Ekonomi Ibnu Taimiyah, menejemen pemasara, maupun Persaingan Bisnis.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat dengan maksud agar dalam penyusunan
laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Bagian
pertama adalah bagian formalitas meliputi halaman sampul, halaman judul,

abstrak, halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan halaman pengesahan,

% M. Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata, Cet 1,
(Jakarta: KENCANA, 2014),him. 62



24

kata pengantar, pedoman transliterasi, dan daftar isi. Sedangkan bagian kedua
terdiri atas 4 (empat) bab, dengan beberapa pembahasan seperti:
Bab I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.
Bab I1: Pada bab ini akan diuraikan konsep yang dijadikan sebagai bahan analisis
pada penelitian ini. Seperti: Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah, Mekanisme
Pasar dalam Islam, Harga, Promosi,
BAB Ill: Pada bab ini diuraikan Gambaran umum Putusan Mahkamah Agung
No. 15P/HUM/2018
Bab I1V: Pada bab ini diuraikan pembahasan sebagai jawaban dari rumusan
masalah yang pertama membahas tentang ldentifikasi Pasal 65 huruf e dan Pasal
28 Huruf (1), (2), (3), (4), (5) pada Putusan MA No. 15P/HUM/2018 yang dinilai
memiliki norma hukum berpasangan, dan rumusan masalah yang kedua
membahas-Pasal-65 huruf e tentang promasi tarif transportasi online pada Putusan
MA No. 15P/HUM/2018 menurut Pandangan Ibnu Taimiyah.
BAB V:. PENUTUP. -berisi . kesimpulan dan saran, terdiri dari kesimpulan
(jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran yang
ditujukan kepada para pemerintah dan akademisi.

Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran,

dan daftar riwayat hidup peneliti.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pasal 65 huruf e bukan merupakan norma hukum berpasangan dengan Pasal
28 angka (1), (2), (3), (4), (5). Secara umum, Permberian promosi tarif di
bawah tarif batas bawah yang dilakukan oleh perusahaan merupakan strategi
perusahaan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi perusahaan dan
mencapai tujuan perusahaan dalam mengembangakan perusahannya. Sistem
promosi yang diberikan pun tidak merugikan pihak (Konsumen (Pengguna
Jasa), Mitra (Driver) maupun Perusahaan transportasi online pesaing lainnya).
Oleh karena itu, pemberian promosi tarif pada dasarnya bukan merupakan
bentuk problematik yang harus diintervensi. Pada Pasal 28 angka (1) hingga
(5). Mengatur penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah menjadi
pedoman bagi seluruh perusahaan dalam menetapkan tarif jasa transportasi
online, sehingga diperlukan adanya pembahasan bersama seluruh pemangku
kepentingan. Hal ini perlu dilakukan demi melindungi konsumen (Pengguna
Jasa) maupun mitra (Driver) dari kesewenangan perusahaan dalam
menetapkan tarif jasa transportasi online. Oleh Kkarena itu, Intervensi dari
pemerintah diperlukan.

2. Pasal 65 huruf e yang menyebutkan bahwa perusahaan dilarang menetapkan
tarif promosi di bawah tarif batas bawah adalah bentuk intervensi yang

dilarang dan tidak dapat dibenarkan dalam pandangan Ibnu Taimiyah, karena

122



pemberian tarif promosi di bawah tarif pasar merupakan suatu cara yang
ma’ruf dan sesuatu yang wajar dalam dunia usaha. Islam menghargai dan
melindungi hak Penyedia Jasa dan konsumen untuk menentukan harga.
Menurut Ibnu Taimiyah, naik atau turunya tarif transportasi online yang
disebabkan oleh penawaran dan permintaan yang terjadi secara alamiah atau
bukan karena ketidakadilan (kezaliman), maka pemerintah dilarang untuk
mengintervensi harga. Hal ini dikarenakan menghalangi perusahaan
transportasi online dari apa yang diperbolehkan oleh Allah merupakan

perbuatan yang salah (ikrah bi gairi hag).

B. Saran

1. Penting dipahami secara mendalam bahwa ketika melihat persoalan promosi
tarif transportasi online, Hakim Mahkamah Agung seharusnya tidak hanya
melihat Pasal 65 huruf e dari sisi persesuaian norma hukum tarif batas bawah
yang harus ditetapkan dengan cara musyawarah pada pasa 28 ayat (1) hingga
(5), akan'tetapt lebih’kepada substansi persoalan ‘promosi tarif apakah
merupakan' suatu persoalan  yang  harus diintervensi. Karena secara
keberlangsungan ‘bisnis, promosi potongan harga merupakan suatu strategi
yang biasa dilakukan oleh setiap perusahaan produk ataupun jasa untuk
mengembangkan bisnisnya dan memperkenalkan kepada seluruh masyarakat

terhadap jasa yang telah mereka jalankan.

123



2. Kehadiran transportasi online di Indonesia harus dipandang sebagai kemajuan
transportasi publik yang dapat membantu pemerintah untuk memfasilitasi
masyarakat, baik dalam menjalankan bisnis atau aktivitasnya sehari-hari. Oleh
karena itu, pemerintah ketika membuat kebijakan terhadap bisnis jasa
transportasi online, tidak hanya mengatur tentang teknis yang harus diikuti
perusahaan sebagai jasa transportasi publik, akan tetapi juga harus
mempertimbangkan apakah kebijakan itu menghambat bertumbuhan jasa

transportasi online atau tidak.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJIEMAHAN AL-QUR’AN DAN HADIS

Hal.

Nomor
Footnote

Ayat al-Qur’an
dan Hadis

Terjemahan Ayat

33

43

Q.S. Al-Furgan
[25]: 20

Dan kami telah mengutus rasul-rasul
sebelummu  (Muhammad), melainkan
mereka pasti memakan makanan dan
berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan
sebagian yang lain. Maukah kamu
bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

33

44

Q.S. An-Nisa
[4]: 59

Wahai  orang-orang yang beriman!
Taatilah Allah dan Rasul
(Muhammad),dan Ulil Amri (Pemegang
Kekuasaan) di antara kamu. Kemudan,
jika kamu berbeda pendapat tentang
sesuatu, maka kembalilah kepada Allah
(al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika
kamu beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu, lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.

33

45

Q.S. Asy-Syu’ara
[26]: 183

Dan janganlah kamu merugikan manusia
dengan mengurangi hak-haknya dan
janganlah membuat kerusakan di bumi.

33

46

Q.S.’An-Nisa
[4]: 29

Wahai  orang-orang yang beriman!
Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak
benar), kecuali dalam perdagangan yang
berlaku atas dasar. suka sama suka di
antara . kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu.: Sesungguhnya Allah
Maha Penyayang kepadamu.

34

47

Q.S. Al-Maidah
[5]: 87

Wahai  orang-orang yang beriman!
Janganlah kamu mengharamkan apa yang
baik yang telah dihalalkan Allah
kepadamu, dan  janganlah  kamu
melampaui batas. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang  yang
melampaui batas.
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34

48

H.R.
Abi Dawud

Diriwayatkan oleh Ustman Ibn Abi
Syaibah, ‘affan, hammad Ibn Salamah
dikabarkan kepada kita dari tsabit, annas
Ibn Malik, dan Khotadah dan khumaid,
dari anas berkata: ya Rasulullah harga
barang-barang menjadi mahal, maka
tetapkanlah harga untuk kami, maka
Rasulullah SAW berkata (sesungguhnya
Allah lah yang menetapakan harga yang
menahan dan yang membagikan rizki dan
sesungguhnya saya berharap  agar
berjumpa dengan Allah dalam keadaan
tidak seorangpun di antara kalian yang
menuntut saya karena kedzaliman yang
menimbulkan pertumpahan darah dan
harta).
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TERJIEMAHAN QAWAID FIQHIYYAH

Nomor .
Hal. Terjemahan
Footnote J
34 49 Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung
34 50
kepada kemaslahatan.
Hukum asal dalam Transaksi adalah keridhaan kedua belah
35 51 pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang
diakadkan.
35 52 Kemudharatan harus dihilangkan
Kemudharatan  harus ditolak dalam batas-batas yang
35 53 .
memungkinkan
35 54 Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau

menolak kemaslahatan adalah dilarang
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